CENTRE rOrR LAW
AND DEMOCRACY

untuk menentukan arah strategi
perjuangan dan agar organisasi
tersebut tidak mudah terombang-
ambing oleh rumor.

Sebelum membuat laporan
ke Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Tengah, PMPS
terlebih dahulu melengkapi
informasi untuk kepentingan
advokasi sengketa tanah, seperti
sejarah tanah (historis), bukti-
bukti peninggalan (prasasti),
dokumentasi (sertipikat, letter
D/C, Peta Desa), dan hukum.
Secara hukum dinyatakan di dalam
Undang-Undang Pokok Agraria No
5 tahun 1960 Pasal 27 bahwa hak
milik bisa hapus bila: tanah jatuh
kepada negara; karena pencabutan
hak berdasarkan pasal 18; karena
penyerahan dengan sukarela oleh
pemiliknya; karena diterlantarkan;
karena ketentuan—pasal 21 ayat
(3) dan pasal 26 ayat (2); atau
tanahnya musnah.

Informasi-informasi ini
digunakan sebagai dasar bagi
PMPS dalam membuat laporan
dan meminta informasi kepada
Badan Pertanahan Nasional. Dari
informasi ini kemudian dibuat
strategi advokasi. Langkah pertama

adalah membuat risalah kondisi
tanah yang akan disengketakan. Di
sini dinyatakan bahwa perusahaan
melakukan penanaman cokelat,
pisang, cengkeh, dan lain-lain
setelah mengganti padi, jagung,
dan tanaman lain yang ditanam
masyarakat. Faktanya, dari 250
hektar tanah yang dikuasai
perusahaan, hanya 10 persen saja
yang digarap secara produktif
oleh perusahaan. Pada 2008 diam-
diam warga mengajukan Surat
Pembayaran Pajak Terhutang/SPPT
melalui Kepala Desa Singorojo
seluas kurang lebih 20 hektar. Pada
saat itu tengah ada program dari
pemerintah tentang pembagian
tanah. Strategi selanjutnya,
pengurus PMPS melaporkan secara
tertulis tentang kondisi HGU tanah
PT Jomblang yang diterlantarkan
tersebut ke Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Tengah.
Akhirnya, setelah dilakukan
investigasi lapangan, BPN
merekomendasikan agar tanah
seluas 40 hektar didistribusikan
ke masyarakat/objek landreform
Dusun Jomblang Desa Singorojo
Kecamatan Singorojo Kabupaten

, Kendal Jawa Tengah.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga
negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh Badan Publik.




